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 Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam bab 
sebelumnya yaitu penghasilan bruto Tuan X  selama tahun 2018  yaitu Rp 
2.079.415.000 sehingga Tuan X dikenakan PPh Final. Total PPh Final yang telah 
dibayar Tuan X  pada tahun 2018 adalah Rp 14,652,845. Selama tahun 2018 Tuan 
X  selalu tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan pajaknya sehingga tidak 
pernah dikenakan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak. 
 Namun pada bulan Juni 2018  terjadi kesalahan yang dilakukan oleh salah 
seorang pegawai KKP JM Haryanto dalam menyetorkan pajak Tuan X . 
Kesalahan tersebut antara lain salah dalam menuliskan nama, NPWP serta jumlah 
pajak yang terutang. Nama dan NPWP yang seharusnya bernama Tuan X dengan 
NPWP : 06.084.963.X-XXX.000, tetapi ditulis atas nama Tuan Y dengan NPWP : 
06. 261.320.X-XXX.000. Selain itu juga terdapat kesalahan dalam menuliskan 
jumlah pajak terutang sehingga Tuan X  memiliki PPh kurang bayar untuk bulan 
Juni 2018  sebesar Rp. 495.000 
 Untuk mengatasi permasalahan dalam pembayaran pajak tersebut maka 
Tuan X  harus mengajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP dengan 
melampirkan bukti bayar PPh Final masa Juni 2018. Kemudian Tuan X  juga 
harus membayar sisa kekurangan pajak yang belum dibayar untuk bulan Juni 
2018  sebesar Rp. 495.000. Karena kekurangan bayar tersebut dibayar oleh Tuan 
X  melewati batas tanggal setor maka Tuan X  dikenakan sanksi bunga 2% per 
bulan  atas terlambat setor yang apabila dibayarkan Tuan X pada Juni 2019 maka 







 Saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak diantaranya yaitu 
Bagi KKP JM Harianto 
 KKP JM Harianto diharapkan dapat lebih teliti dan berhati-hati 
dalam membantu para kliennya untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak. KKP JM Harianto juga disarankan untuk memberikan 
pelatihan kepada para karyawannya terlebih dahulu sebelum 
diperbolehkan untuk menangani klien. Hal ini dimaksudkan agar 
menghindari kesalahan karyawan yang dapat merugikan klien. Selain itu 
KKP JM Harianto juga dapat menerapkan prosedur pengawasan yang 
lebih ketat yaitu dengan pengecekan kembali data klien yang dilakukan 
oleh manajer / supervisor / kepala bagian KKP saat akan melakukan 
pembayaran pajak sehingga meminimalkan risiko kesalahan. 
Bagi Wajib Pajak 
 Para Wajib Pajak sebaiknya mempelajari ketentuan dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga dapat 
melaksanakan kewajiban dalam menghitung, menyetor dan melaporkan 
pajak secara mandiri. Dengan demikian Wajib Pajak dapat lebih berhati-
hati dan apabila menggunakan jasa konsultan pajak maka Wajib Pajak 
dapat melakukan pengecekan kembali sehingga dapat terhindar dari sanksi 
atau denda. 
Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan mengenai 
pengaruh penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% terhadap 
tingkat penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di 
Indonesia.  
 
 
 
 
